












Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional yang menitikberatkan pada bidang ekonomi, yang para pelakunya meliputi pemerintah maupun masyarakat sebagai orang-perseorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang sangat besar, sehingga dengan meningkatnya kegiatan pembangunan tersebut, pendapatan perkapita akan meningkat, maka dengan sendirinya akan meningkatkan perekonomian Negara Indonesia sendiri, karena dengan semakin banyaknya orang yang memiliki uang, maka akan semakin banyak terjadi konsumsi di masyarakat, artinya produsen siapapun itu akan meningkatkan jumlah produksinya, Namun untuk meningkatkan produksi tersebut dibutuhkan modal tambahan di mana salah satu cara untuk meningkatkan produksi adalah dengan meminjam dana dari bank.
Dalam hal perkembangan kebutuhan dan peningkatannya, diperlukan dana yang merupakan salah satu pendukung untuk menggerakkan kegiatan masyarakat di bidang ekonomi, maka meningkat pula keperluan yang dibutuhkan yang sebagian besar diperoleh melalui perkreditan.
Kegiatan pinjam-meminjam uang atau yang lebih dikenal dengan istilah kredit dalam praktek kehidupan sehari-hari bukanlah merupakan sesuatu yang asing lagi, bahkan istilah kredit ini tidak hanya dikenal oleh masyarakat perkotaan, tetapi juga sampai pada masyarakat di pedesaan. Kredit umumnya berfungsi untuk memperlancar suatu kegiatan usaha, dan khususnya bagi kegiatan perekonomian di Indonesia sangat berperan penting dalam kedudukannya, baik untuk usaha produksi maupun usaha swasta yang dikembangkan secara mandiri karena bertujuan meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat.
Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam pengadaan dana adalah lembaga perbankan, yang telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain melalui kredit perbankan, yaitu berupa perjanjian kredit antara kreditur sebagai pihak pemberi pinjaman atau fasilitas kredit dengan debitur sebagai pihak yang berhutang. 
Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa : ”fungsi utama perbankan Indonesia yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat”​[1]​. 
Perbankan memiliki fungsi penting dalam perekonomian negara​[2]​. Perbankan mempunyai fungsi utama sebagai intermediasi, yaitu penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya secara efektif dan efisien pada sektor-sektor riil untuk menggerakkan pembangunan dan stabilitas perekonomian sebuah negara, dalam hal ini Bank menghimpun dana dari masyarakat berdasarkan asas kepercayaan dari masyarakat. Apabila masyarakat percaya pada Bank, maka masyarakat akan merasa aman untuk menyimpan uang atau dananya di Bank, dengan demikian Bank menanggung risiko reputasi atau reputation risk yang besar. Bank harus selalu menjaga tingkat kepercayaan dari nasabah atau masyarakat agar menyimpan dana mereka di Bank, dan Bank dapat menyalurkan dana tersebut untuk menggerakkan perekonomian bangsa.
Saat ini telah banyak bank yang memberikan pinjaman dana untuk berbagai kegiatan, karena hal ini sesuai dengan tujuan bank itu sendiri yaitu menjembatani pihak-pihak yang kekurangan dana dengan pihak-pihak yang memiliki dana lebih. 
Dalam suatu perjanjian pinjam-meminjam uang, pada dasarnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa segala harta pribadi peminjam, baik yang telah ada maupun yang akan ada, baik itu benda bergerak maupun benda tidak bergerak adalah jaminan bagi seluruh utang-utangnya. Hal ini diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “ segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.” 
Hal ini berarti, apabila debitur meminjam uang kepada kreditur, maka segala kekayaan debitur baik itu bergerak seperti mobil, motor, handphone, dan juga barang yang tidak bergerak seperti tanah dan lain sebagainya adalah jaminan atas segala utang milik debitur, begitu juga barang yang telah ada ataupun barang yang akan ada. 
Pada dasarnya apabila debitur meminjam uang kepada kreditur, khususnya bank seharusnya tidak diperlukan suatu jaminan khusus, karena memang segala kekayaan debitur adalah jaminan atas utang-utangnya, namun walaupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah mengatur demikian,  pada kenyataannya apabila debitur ingin meminjam uang dari bank, maka bank akan meminta jaminan lain yang menempatkan bank sebagai kreditur separatis atau kreditur yang diberikan hak istimewa karena kreditur tersebut memiliki jaminan khusus dari debitur tersebut. 
J. Satrio dalam bukunya mengatakan bahwa hak preferen adalah “ hak untuk didahulukan dari kreditur hanya diberikan berdasarkan hak istimewa (privilege), hak gadai dan hak tanggungan.”​[3]​ 
Pernyataan J. Satrio ini didasarkan atas Pasal 1133 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu “hak untuk didahulukan diantara para kreditur bersumber pada hak istimewa, pada gadai dan pada hipotek.”
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membagi jaminan ke dalam dua bentuk, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum adalah jaminan yang diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu : segala harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik debitur baik itu yang telah ada maupun yang akan ada. Namun saat ini dikenal juga mengenai jaminan khusus yang terdiri dari jaminan orang atau borgtocht dan jaminan barang di mana jaminan barang ini dibagi menjadi barang bergerak dan barang tidak bergerak. Jaminan khusus terhadap barang bergerak adalah gadai sedangkan terhadap barang tidak bergerak adalah hipotik​[4]​. 
Rachmadi Usman mengemukakan, : “setiap bidang pembangunan nasional didukung perangkat hukum dan perundang-undangan yang memadai dan akan lebih dapat memberikan kepastian dan kesebandingan hukum.” ​[5]​ 
Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut UUHT), sangat terkait dengan pembangunan ekonomi, terutama untuk menunjang kegiatan perkreditan bagi keperluan pembiayaan pembangunan nasional. 
Dalam hubungan ini Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA), telah menyediakan lembaga hak jaminan atas tanah yang diberi nama Hak Tanggungan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51, yaitu : “Hak Tanggungan yang dapat dibebankan pada Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, yang disebut dalam Pasal 25, Pasal 33, Pasal 39 diatur dengan Undang-Undang”. 
Ketentuan pasal tersebut di atas mengandung tiga dasar pokok berkenaan dengan pengaturan hak-hak jaminan atas tanah, yaitu:
a.	hak jaminan di negara kita diberi nama “Hak Tanggungan” yaitu suatu bentuk lembaga jaminan baru untuk menggantikan berbagai lembaga jaminan yang ada dan diakui menurut ketentuan yang berlaku di negara sekarang seperti hipotik, creditverband, gadai, fidusia, dan lain-lain.
b.	lembaga jaminan yang diberi nama “Hak Tanggungan” ini hanya dapat dibebankan kepada Hak Milik (Pasal 25), Hak Guna Usaha (Pasal 33), dan Hak Guna Bangunan (Pasal 39).
c.	mengenai apa yang dinamakan “Hak Tanggungan” itu akan diatur dengan suatu undang-undang tersendiri dalam artian akan ada suatu Undang-Undang tentang Hak Tanggungan.​[6]​

AP. Parlindungan mengemukakan: 

”Salah satu tujuan diundangkan Undang-Undang Hak Tanggungan adalah melaksanakan perintah yang tegas dari Pasal 51 UUPA sehingga meniadakan penafsiran yang macam-macam tentang pranata jaminan, dan sekaligus melaksanakan unifikasi yang dikembangkan UUPA, yaitu pranata Hak Tanggungan sebagai pranata jaminan hutang dengan tanah sebagai jaminan”.​[7]​

Menurut Maria Sardjono: “terbitnya Undang-Undang tentang Hak Tanggungan ini amat berarti di dalam menciptakan unifikasi Hukum Tanah Nasional, khususnya di bidang hak jaminan atas tanah”.​[8]​
Pasal 57 UUPA menentukan, bahwa :
”Selama undang-undang mengenai Hak Tanggungan tersebut dalam Pasal 51 UUPA belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan mengenai hipotik yang tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Creditverband yang tersebut dalam S 1908-542 sebagai yang telah diubah dengan S 1937-190”. 

Hak Tanggungan atas tanah adalah merupakan bagian dari reformasi dibidang agraria, seperti ketentuan-ketentuan pokoknya yang diatur dalam UUPA, dimana dalam Pasal 51 disebutkan bahwa Hak Tanggungan dapat dibebankan kepada Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan diatur dengan undang-undang. berdasarkan amanat Pasal 51 UUPA tersebut maka kemudian lahirlah Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, maka terpenuhilah apa yang diperintahkan dalam Pasal 51 UUPA, sehingga tidak diperlukan lagi penggunaan ketentuan-ketentuan hypotek dan creditverband seperti disebutkan oleh Pasal 57 UUPA, oleh karena itu ditegaskan dalam Pasal 29 UUHT, bahwa dengan berlakunya undang-undang ini, ketentuan mengenai creditverband sebagaimana tercantum dalam staatsblad 1908-542 sebagaimana yang telah diubah dengan staatsblad 1937-190 dan ketentuan mengenai hypotheek yang tersebut dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai pembebanan hak tanggungan pada hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dinyatakan tidak berlaku lagi.​[9]​
Definisi Hak Tanggungan disebutkan dalam Pasal 1 butir 1 UUHT, yang berbunyi :
”Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain”.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian Hak Tanggungan mempunyai tiga unsur, yaitu : 
a.	Hak Tanggungan merupakan hak jaminan untuk pelunasan utang;
b.	Obyek Tak Tanggungan adalah hak atas tanah sesuai UUPA;
c.	Hak Tanggungan dapat dibebankan pada hak atas tanah, tetapi dapat pula dibebankan berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu;
d.	Utang yang dijamin harus suatu utang tertentu;
e.	Menimbulkan kedudukan didahulukan atau diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain​[10]​.

Hak Tanggungan mempunyai sifat yang tidak dapat dibagi-bagi kecuali bila diperjanjikan di dalam APHT-nya. Dengan demikian sekalipun utang sudah dibayar sebagian. Hak Tanggungan tetap membebani seluruh obyek Hak Tanggungan, namun bila Hak Tanggungan dibebankan kepada beberapa obyek, maka dapat diperjanjikan bahwa pelunasan angsuran utang yang besarnya sama dengan nilai masing-masing obyek akan membebaskan obyek tersebut dari Hak Tanggungan, sehingga Hak Tanggungan hanya membebani sisanya saja.
Menurut Soedikno Mertokusumo bahwa: “undang-undang tidak mungkin lengkap, undang-undang hanya merupakan satu tahap dalam proses pembentukan hukum dan terpaksa mencari kelengkapannya dalam praktek hukum dan hakim”.​[11]​
Pinjaman uang kepada bank dengan memberikan jaminan khusus, khususnya barang tidak bergerak memberikan posisi yang relatif aman kepada bank sebagai kreditur agar kredit yang diberikannya dapat dibayar oleh debitur karena apabila debitur tidak dapat membayar kreditnya, maka bank memiliki hak untuk melakukan eksekusi langsung terhadap hak tanggungan yang dimilikinya dengan cara melakukan lelang atas jaminan khusus tersebut (selanjutnya disebut Hak Tanggungan). 
Pada dasarnya, eksekusi lelang atas hak tanggungan harus melalui tahapan-tahapan seperti permohonan eksekusi yang diajukan secara jelas dan lengkap kepada Pengadilan Negeri, kemudian Pengadilan akan mengeluarkan Penetapan Teguran (aanmaning), kemudian Pengadilan akan mengeluarkan Penetapan Sita Eksekusi terlebih dahulu, setelah itu dilakukan penyitaan atas jaminan, selanjutnya Penetapan Lelang dan baru diumumkan di harian umum.
Pada dasarnya apabila pihak kreditur melakukan eksekusi lelang sesuai dengan ketentuan Pasal 224 HIR/258 RBG seperti yang tertera di atas, maka akan terdapat keseimbangan kedudukan antara kreditur dan debitur, di mana kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi, dimana hasil lelang atas hak tanggungan akan diberikan kepada kreditur. Begitu juga debitur, dia akan mendapatkan posisi yang baik, dimana hak tanggungan yang dia berikan kepada kreditur tidak akan begitu saja dieksekusi oleh kreditur. 
Permasalahan yang ada saat ini adalah terdapat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang menyatakan bahwa Kreditur dapat mengajukan langsung permohonan lelang eksekusi hak tanggungan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Adapun yang menjadi permasalahan di sini adalah bahwa proses lelang jaminan yang dilakukan oleh KPKNL berdasarkan Pasal 6 Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan tersebut sangat berbeda dengan pelaksanaan lelang yang selama ini dilakukan melalui Pengadilan Negeri, karena proses eksekusi yang langsung diajukan ke KPKNL cukup sederhana dan tidak mengenal yang namanya somasi (Aanmaning) dan Sita Eksekusi.
Perkembangan di masyarakat, karena proses eksekusi hak tanggungan melalui KPKNL lebih sederhana, saat ini banyak kreditur mengajukan eksekusi kepada KPKNL. Proses eksekusi melalui KPKNL yang lebih sederhana telah memangkas waktu dan biaya yang diperlukan oleh kreditur untuk melakukan eksekusi terhadap hak tanggungan yang dimilikinya. Namun kenyataan yang terjadi di masyarakat, kreditur yang melakukan eksekusi melalui KPKNL akan menghemat, khususnya dalam hal waktu dan biaya, namun ternyata kemudahan ini juga menimbulkan permasalahan lain, dimana banyak terdapat bantahan atau gugatan dari pihak debitur atau pemilik jaminan yang dilelang pada umumnya keberatan atas pelaksanaan lelang karena merasa prosesnya tidak sah, tidak fair dan banyak permainan, sehingga proses lelang dinilai tidak sah. Hal ini menyebabkan banyak debitur yang meminta Pengadilan untuk menyatakan batal terhadap Akta Risalah Lelang yang dikeluarkan oleh KPKNL.
Beberapa alasan yang diajukan sebagai landasan gugatan oleh debitur terhadap proses lelang yang dilakukan melalui KPKNL adalah:
1.	Pengumuman lelang dilakukan hanya sekedar formalitas karena diumumkan di Harian Umum Lokal 1 (satu) kali, dan pada umumnya diumumkan cukup ditempel di papan pengumuman di Kantor KPKNL;
2.	Harga limit cukup ditentukan secara sepihak oleh kreditur, sehingga harga limit pada umumnya sesuai dengan selera kreditur dan akibatnya harga lelang pun tidak maksimal (terlalu rendah), hal ini tentu saja memberikan ketidakadilan terhadap debitur;
3.	Belum ada peraturan pelaksana atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, oleh karena belum terdapat Peraturan Pelaksana khususnya yang mengatur proses eksekusi, maka proses eksekusi hak tanggungan haruslah dilakukan oleh Pengadilan setempat sesuai dengan Pasal 224 HIR/258 RBG.
Berdasarkan argumen di atas, maka penggunaan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang digunakan oleh kreditur sebagai dasar untuk mengeksekusi hak tanggungan yang tidak melalui Pengadilan dapat dinyatakan tidak sah dan cacat hukum karena berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan sendiri menyatakan bahwa : 
”Selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14, Peraturan mengenai eksekusi hak tanggungan Hipotik yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan”. 

Hal ini berarti eksekusi terhadap hak tanggungan haruslah dieksekusi berdasarkan peraturan yang telah ada, yaitu Pasal 224 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941 – 44) Pasal 258 Reglement Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten buiten Java en Madura, Staatsblad 1927-227). 
Pelaksanaan eksekusi melalui KPKNL adalah tidak sah dan cacat hukum. Selain itu, eksekusi yang dilakukan melalui KPKNL tentu saja melanggar klausul yang telah dilakukan di PPAT, karena dalam setiap Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat oleh PPAT selalu ada klausul baku yang menyebutkan bahwa :”Para pihak dalam hal-hal mengenai Hak Tanggungan tersebut di atas dengan segala akibatnya memilih domisili pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri”, oleh karena itu  pelaksanaan eksekusi melalui KPKNL dapat dinyatakan melanggar klausul di atas karena proses eksekusi tidak dilakukan di Pengadilan Negeri setempat, namun pada prakteknya di masyarakat, masih sering terjadi proses eksekusi yang dilakukan melalui KPKNL. 
Proses eksekusi tanpa melalui Pengadilan Negeri setempat tentu saja telah menempatkan debitur dalam posisi yang lebih lemah, sedangkan hukum perlindungan konsumen mengatakan bahwa konsumen memiliki kedudukan yang sama atau setara dengan produsen. Perlindungan terhadap debitur atau konsumen merupakan wujud nyata ekonomi kerakyatan yang kita anut.
Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 1 butir 1 menerangkan bahwa : “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.
Sedangkan menurut GBHN 1993 melalui Tap MPR Nomor II/MPR/1993, Bab IV, huruf F butir 4a: 
”Pembangunan perdagangan ditujukan untuk memperlancar arus barang dan jasa dalam rangka menunjang peningkatan produksi dan daya saing, meningkatkan pendapatan produsen, melindungi kepentingan konsumen”.​[12]​

Komitmen untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, telah menjadi huruf-huruf mati dalam naskah GBHN 1993, karena tidak jelas peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya yang memang ditujukan untuk itu. Walaupun saat ini GBHN tidak populer lagi dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, namun semangat untuk melindungi konsumen dalam GBHN 1993 haruslah diacungi jempol dan dijadikan patokan bahwa konsumen memang harus dilindungi.
Saat ini, pemerintah memang sedang giat-giatnya memberikan perlindungan terhadap konsumen. Yusuf Shofie dalam bukunya memberikan fakta bahwa :
Ditinjau secara yuridis, pemerintah dengan persetujuan DPR telah meratifikasi Agreement Establishing the world Trade Organization melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, yang menggarisbawahi adanya keterkaitan yang saling menguntungkan antara produsen dan konsumen. Dengan demikian, perlu dikeluarkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan dengan pertimbangan pokok, yaitu selama Pembangunan Jangka Panjang Pertama (PJP I), 25 tahun pembangunan semasa Orde Baru, para pordusen/pengusaha telah banyak memperoleh berbagai proteksi dan fasilitas, melalui berbagai regulasi dan deregulasi, termasuk subsidi tidak langsung dari konsumen berupa keterbatasan produk barang dan jasa dengan harga tinggi. Keterbatasan ini memiliki makna bahwa hanya satu produk konglomerat tertentu yang beredar di pasaran domestic melalui mekanisme monopoli sehingga tidak memungkinkan konsumen menggunakan hak pilihnya.”​[13]​

Pendapat Yusuf Shofie di atas menyatakan bahwa produsen telah mendapatkan berbagai keuntungan semasa orde baru dan berdasarkan prinsip ekonomi kerakyatan, maka saat ini produsen harus membayar balik atas segala kemudahan yang telah diperolehnya dengan memberikan perlindungan lebih kepada konsumen. Hal ini termasuk juga perlindungan terhadap konsumen bank di mana proses eksekusi hak tanggungan haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk melindungi konsumen itu sendiri. Namun kenyataan di masyarakat, masih banyak konsumen (debitur) yang dirugikan, khususnya oleh bank yang melakukan eksekusi atas dasar Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang dikaitkan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan oleh Kreditur Bank melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang.
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dan kemudian mengkaji permasalahan tersebut yang selanjutnya penulis merumuskannya dalam bentuk tesis dengan judul : “Kajian Yuridis Penggunaan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Dikaitkan Dengan Pasal 224 HIR/258 RBG dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Oleh Kreditur Bank Melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang”

B.	Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, selanjutnya dirumuskan pokok permasalahan-permasalahan sebagai berikut : 
1.	Bagaimana prosedur dan legalitas eksekusi hak tanggungan yang dilaksanakan oleh Kreditur Bank agar tidak terjadi dualisme hukum,  apakah penggunaan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atau melalui proses eksekusi yang diajukan dan dilakukan melalui Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 224 HIR / 258 RBG ?
2.	Bagaimana aspek perlindungan konsumen dalam proses dan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan?

C.	Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan dari pembahasan dalam penelitian ini adalah: 
1.	Untuk mengkaji dan menganalisis prosedur dan legalitas eksekusi hak tanggungan yang dilaksanakan oleh Kreditur Bank agar tidak terjadi dualisme hukum,  apakah penggunaan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atau melalui proses eksekusi yang diajukan dan dilakukan melalui Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 224 HIR / 258 RBG.
2.	Untuk mengkaji dan menganalisis aspek perlindungan konsumen dalam proses dan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

D.	Kegunaan Penelitian




Dapat dijadikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya bagi perkembangan ilmu hukum, terutama yang berkaitan dengan eksekusi terhadap hak tanggungan di Indonesia.
2.	Manfaat Praktis 
Adapun manfaat praktis yang diharapkan 
a.	Sebagai sumber informasi bagi akademisi, pengamat, masyarakat umum dan pembuat undang-undang dalam membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai eksekusi hak tanggungan dan peraturan pelaksanaannya.
b.	Diharapkan akan dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran mengenai eksekusi hak tanggungan yang seharusnya dilakukan oleh Pengadilan setempat berdasarkan Pasal 224 HIR/258 RBG, namun saat ini banyak terdapat kasus, di mana hak tanggungan dieksekusi langsung melalui lembaga KPKNL.

E.	Kerangka Pemikiran
Pilar pembangunan ekonomi Indonesia terletak pada industri perbankan. Sistem hukum Indonesia, dalam praktek perbankan haruslah berdasar pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam ideologi negara Indonesia yakni Pancasila dan Tujuan Negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945. 
Alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menerangkan bahwa :
……Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini, mengandung pokok pikiran “adil dan makmur”. Aliran filsafat yang melandasi alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini adalah aliran utilitarianism, yang tokohnya adalah John Locke dengan konsep : “Hukum memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada orang sebanyak-banyaknya (The Greatest Happiness of The Greatest Number)”.
Kebahagiaan yang dimaksud oleh John Locke di sini adalah kesejahteraan ekonomi​[14]​. Apabila kita hubungkan alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengandung pokok pikiran “adil dan makmur” dengan konsep John Locke tersebut, bahwa maksud “adil dan makmur” di sini diasumsikan sebagai kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan.
Berdasarkan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditegaskan bahwa :
……Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.​[15]​

Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di atas, mengandung arti bahwa pembangunan ekonomi Indonesia berdasarkan kepada ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi nasional Indonesia mengacu pada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai dasar hukum negara Republik Indonesia. 
Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan hukum pelaksanaan pembangunan ekonomi di Indonesia disebutkan bahwa :
1.	Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
2.	Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
3.	Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4.	Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5.	Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.​[16]​.
Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang dilandaskan pada aturan hukum yang baik. 'Hukum sebagai prasarana pembangunan dapat dicapai apabila tujuan hukum yang lainnya dilakukan dengan baik. Hukum sebagai prasarana pembangunan adalah suatu hal yang pasti harus dilaksanakan, hal ini sesuai dengan pendapat Mochtar Kusumaatmaja di mana dalam bukunya, yaitu :
Hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat” didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.​[17]​

Berdasarkan pendapat Mochtar Kusumaatmadja, bahwa : hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat, di mana dapat dikatakan bahwa hukum berfungsi sebagai alat pengatur yang memberikan arah kegiatan manusia, sehingga dengan mengikuti hukum, masyarakat dapat mencapai tujuan yang dikehendakinya.  
Penerapan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sesuai dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum memang ditujukan sebagai sarana pencipta ketertiban dan kesejahteraan, sebagai sarana pembangunan dan sebagai sarana penegak keadilan sesuai dengan pendapat Sunaryati Hartono, maka debitur sebagai konsumen tidak perlu khawatir atas eksekusi terhadap hak tanggungan, karena kepentingan mereka akan dilindungi, begitu juga dengan kreditur tidak perlu kuatir debitur tidak akan membayar utang-utangnya karena peraturan perundang-undangan akan melindungi kreditur juga.
Pengakuan yuridis formal mengenai eksistensi perbankan dimulai sejak dilahirkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan dan selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Kehadiran Bank di masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam proses pembangunan nasional. Peran perbankan terlihat dari pengertian Bank itu sendiri yakni badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara.
Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta dan negara, melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa lainnya, Bank berperan serta dalam mekanisme pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Prasarana perbankan Indonesia setelah reformasi mengalami perkembangan yang sangat cepat. Penambahan cabang-cabang Bank dan pelayanan Bank telah menjangkau sektor pedesaan dan masyarakat didorong untuk membuka rekening sekecil apapun. 
Sektor Perbankan dalam kehidupan suatu negara merupakan agen pembangunan (agent of development), karena Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution) yakni sebagai lembaga yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan, di samping itu perbankan juga merupakan agen kepercayaan (agent of trust) mengingat adanya salah satu prinsip pengelolaan Bank yakni prinsip kepercayaan (fiduciary principle) ​[18]​.
Definisi bank menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 adalah :
”Badan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Berdasarkan definisi di atas, fungsi bank hanyalah menghimpun dana dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat. Penyaluran dana kepada masyarakat atau yang kita kenal dengan kredit saat ini selalu disyaratkan dengan yang namanya jaminan khusus, di mana jaminan khusus adalah jaminan yang memberikan posisi seperatis kepada bank apabila debitur tidak dapat membayar utang-utangnya. Jaminan khusus ini dapat berupa jaminan perorangan atau borgtoch ataupun jaminan berupa barang, baik barang bergerak dan barang tidak bergerak. Proses pengeksekusian terhadap jaminan, khususnya jaminan khusus yang berupa barang tidak bergerak adalah melalui pengadilan setempat. 
Hal ini berdasarkan Pasal 224 HIR/258 RBG. Di mana prosedur eksekusi terhadap barang tidak bergerak adalah sebagai berikut:
1.	Permohonan eksekusi yang harus diajukan secara jelas dan lengkap termasuk mengenai jumlah hutang debitur;
2.	Pengadilan mengeluarkan Penetapan Teguran (aanmaning), Penetapan Sita Eksekusi dan Penetapan Lelang;
3.	Pengumuman lelang yang dilakukan 2 x 15 hari pada harian umum lokal atau nasional;
4.	Harga limit ditentukan oleh Pengadilan setelah mendapat rujukan dari Kelurahan untuk tanah dan dinas terkait untuk bangunnan serta melihat dari nilai NJOP (Nilai Jual Objek Pajak).
Selama belum ada peraturan pemerintah yang mengatur mengenai proses eksekusi terhadap hak tanggungan, maka sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Hak Tanggungan, maka yang berlaku adalah Pasal 224 HIR/258 RBG. Pasal 26 Undang-Undang Nomor4 Tahun 1996 Tentang Hak Hak Tanggungan menyatakan bahwa : “yang dimaksud dengan peraturan mengenai eksekusi hypotheek yang ada dalam pasal ini, adalah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 224 Reflemen Indonesia yang diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941 – 44) Pasal 258 Reglement Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten buiten Java en Madura, Staatsblad 1927-227). 
Indonesia adalah negara hukum, konsekuensi dari Negara hukum adalah bahwa segala tindakan subjek hukum yang berada dalam wilayah dan kekuasaan Indonesia harus berdasarkan hukum yang ada. Hal ini sesuai dengan pendapat Jellinek dalam teori Selbstbindun, yaitu  : ”Negara dan warga Negara dengan sukarela mengikatkan diri atau mengharuskan dirinya tunduk kepada hukum sebagaimana penjelmaan dari kehendaknya sendiri”.​[19]​ Hal ini berarti baik itu pemerintah sebagai kepanjangan tangan Negara maupun warga Negara haruslah tunduk kepada segala peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. 
Dalam hal eksekusi hak tanggungan, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan menyatakan bahwa ​[20]​:
”Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.” 

Pasal ini memberikan kewenangan kepada Kreditur untuk melakukan proses eksekusi tanpa harus melalui Pengadilan setempat, namun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan juga menyatakan dengan tegas bahwa :

“Selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14, Peraturan mengenai eksekusi hypotheek yang ada pada mulai berlakunya Undang-Undang ini, berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan.” 

Pasal ini mengisyaratkan karena saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai eksekusi terhadap hak tanggungan, maka Pasal 224 HIR/258 RBG masih berlaku, artinya segala proses eksekusi Hak tanggungan diharuskan melalui Pengadilan setempat yang memang berwenang. Hal ini sesuai dengan fungsi hukum yang dinyatakan oleh Sunaryati Hartono di mana beliau mengatakan bahwa fungsi hukum dalam pembangunan ekonomi adalah:​[21]​
1.	Hukum sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan
	Hukum untuk memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat yang ditujukan agar masyarakat dapat memperoleh keadilan sosial.
2.	Hukum sebagai sarana pembangunan
	Agar sistem ekonomi sesuai dengan yang ideal falsafah pancasila maka dalam hal pembangunan ekonomi butuh perencanaan. Untuk mengatur perencanaan maka dibutuhkan hukum.
3.	Hukum sebagai sarana penegak keadilan
	Pembangunan yang berencana bertujuan untuk perubahan masyarakat yang dipercepat, maka fungsi hukum sebagai sarana keadilan baru terpenuhi, apabila tiap-tiap kaidah hukum kita itu memungkinkan terjadi perubahan antar kaidah hukum antar manusia dalam masyarakat. Akan tetapi dalam waktu itu tetap memelihara keadilan sekalipun terjadi perubahan dalam pembangunan.
4.	Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat.
	Masyarakat diberi pendidikan melalui hukum untuk mengalami perubahan-perubahan nilai-nilai kehidupan sosial menjadi moderen, nilai-nilai kesukuan menjadi nilai-nilai yang berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila.

Fungsi hukum berdasarkan teori hukum pembangunan menurut Sunaryati adalah sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan. Apabila hukum yang ada saat ini tidak ditaati, maka yang terjadi adalah ketidaktertiban dan ketidakamanan. Apabila terjadi ketidaktertiban hukum di dalam masyarakat, maka akan banyak terdapat lagi penyelewengan-penyelewengan hukum yang ada. Hal ini harus dihindari, apabila suatu aturan hukum dapat disimpangi maka akan banyak aturan-aturan hukum lainnya yang dapat disimpangi. Hal ini akan menyebabkan banyak ketidakteraturan dalam masyarakat. 
Sunaryati Hartono juga mengatakan bahwa : 
”Hukum adalah sebagai sarana penegak keadilan. Apabila kreditur diberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi tanpa melalu pengadilan di mana proses eksekusi tanpa melalui pengadilan yang ada saat ini, seringkali prosesnya sangat sederhana, maka hal ini akan memberikan rasa tidak adil kepada debitur karena haknya akan dicederai”​[22]​.






Penelitian dalam tesis ini adalah deskristif analitis, yaitu bersifat pemahaman dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) secara lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.​[23]​ 
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis​[24]​ yang berarti bahwa penelitian ini menggambarkan suatu peraturan hukum dalam konteks teori-teori hukum dan pelaksanaannya, serta menganalisis eksekusi hak tanggungan oleh kreditur dengan menggunakan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan telah memungkinkan kreditur melakukan eksekusi tanpa melalui Pengadilan setempat, tetapi fakta di lapangan dapat melalui KPKNL di mana secara prosedur, KPKNL memang lebih mudah dan sederhana sehingga dapat menghemat biaya dan waktu bagi kreditur.

2.	Metode Pendekatan
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu suatu metode dalam penulisan hukum normatif dengan menggunakan sumber utama data sekunder atau bahan pustaka.​[25]​  Data primer diperlukan sebagai penunjang dalam mendukung data sekunder.

3.	Tahap Penelitian 
Tahapan penelitian dilakukan dengan satu tahap yaitu ; studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti dan menginventarisasi data sekunder yang berupa :
a.	Penelitian Kepustakaan 
1)	Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, misalnya :
a)	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
b)	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek);
c)	HIR (Herzien Inlandsch Reglement);
d)	Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
e)	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;
f)	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
g)	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
h)	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
i)	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
j)	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia dan 
k)	Peraturan perundangan mengenai eksekusi hak tanggungan dan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tersebut.
2)	Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer berupa buku-buku yang ditulis oleh para ahli.
3)	Bahan tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus terminologi hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.
b.	Penelitian Lapangan 
1)	Wawancara, dimaksudkan untuk menunjang dan melengkapi data, serta mendapatkan data yang mendalam dan lebih lengkap.
2)	Bahan yang diperoleh melalui media elektronik, seperti internet.

4.	Teknik Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti berupa pengumpulan data dengan menggunakan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan terhadap nara sumber dengan menggunakan  pedoman wawancara dan studi pustaka (library research) melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, tulisan-tulisan para pakar hukum, bahan kuliah yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya data yang diperoleh akan dipilah-pilah guna mendapatkan kaedah-kaedah hukum yang selaras dengan isu hukum untuk selanjutnya akan dianalisis secara induktif kualitatif, sehingga pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dijawab. 

5.	Metode Analisis Data 
Data yang diperoleh dari sistem penelitian dikelompokkan menurut permasalahan untuk selanjutnya dilakukan analisis kualitatif​[26]​ yaitu  melakukan analisis terhadap perundang-undangan yang berkaitan dengan Hak Tanggungan. Metode analisis kualitatif ini dipilih agar gejala-gejala normatif yang diperhatikan dapat dianalisis dari berbagai aspek secara mendalam dan terintegral antara yang satu dengan yang lainnya. 
Sesuai dengan metode pendekatan, maka data yang diperoleh untuk keperluan penulisan tesis ini selanjutnya dianalisis dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan eksekusi hak tanggungan ini sebaiknya dilakukan.

6.	Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di perpustakaan dan instansi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu :

a.	Perpustakaan :
1)	Perpustakaan Fakultas Hukum Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17  Bandung.
2)	Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Maranatha Jl. Prof. Drg. Suria Sumantri No.65 Bandung 40164.

b.	Instansi :
1)	Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, Jalan L.L.R.E Martadinata No. 74 – 80 Bandung.
2)	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung, Jalan Ambon No. 1 Bandung.
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